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Pemkot Genjot Pajak Perhotelan

UMBULHARJO (MERAPI) - Penerimaan pajak daerah di Kota
Yogyakarta pada tahun 2020 ditargetkan mencapai sekitar Rp 4 451 mili-
ar. Sektor perhotelan menjadi target penerimaan terbesar dari pajak
daerah. Penerimaan sektor hotel juga bakal digenjot dengan menjaring
wayjib pajak baru dari mitra manajemen atau operator hotel virtual.

"Pq;ak daerah yang paling banyak sela-
ma ini dari pajak hotel. Kami targetkan
tahun ini penerimaan pajak hotel menca-
pai Rp 165 miliar,” kata Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Yogya.karta Wasesa,
Minggu (26/1).

Pemkot Yogyakarta mengelola 10 jenis
B e Bagunan (B, Ben Perle

Bangunan erol
an Hak atas Tanah dan Bangunan (BPH-
TB), hiburan, penerangan jalan umum,

dan pajak sarang burung walet Rp 6,5 ju-
ta. Total target pajak daerah pada 2020
sekitar Rp 451 miliar itu lebih tinggi di-
banding target pada 2019 sebesar Rp
425,38 miliar.

"Pajak sarang burung walet paling ke-
cil karena budi daya sarang burung walet
di Kota Yogyakarta juga tidak banyak,”
ujarnya.

Pihaknya menyatakan untuk men-
capai target pendapatan dari pajak da-
erah akan memaksimalkan sistem
surat pemberitahuan pajak daerah se-
cara elektronik (e-SPTPD). Terutama
pada empat jenis pajak daerah yaitu
Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak
Hotel, dan Pajak Restoran.

Selain itu melakukan penjaringan wa-
jib pajak baru. Terutama dari sektor per-

- Pajak Daerah (NPWPD). \

reklame, parkir, sarang burung walet dan
ir tanah.

air
Selain pajak hotel, beberapa pajak lain -
yang menyumbang pendapatan daerah
adalah PBB yang ditarget Rp 90 miliar,
BBPHTB ditarget Rp 61 miliar, restoran
Rp 55 miliar dan penerangan jalan
umum Rp 52 miliar.
pajak sektor lainnya ter-
biE:gkeal itu pajak hiburan Rp 13 mi-
liar, reklame Rp 7,8 miliar, pajak parkir
Rp 4 miliar, pq]akmrtanath27mﬂmr

hotelan misalnya dari mitra-mitra virtual
hotel operator. Namun diakuinya usaha
yang belum berizin bisa berpotensi belum
belum membayar pajak. Tapi

operator hotel virtual bisa membayar pa- |
jak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib

"Kalau belum berizin harus urus izin-
nya dulu. Yang penting punya NPWPda- !
erah, sudah bisa untuk laporan -
yaran pajak. Jika usaha sud
manfaatnya maka kami minta'n
pajak daerah,” terang Wasesa.
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